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Mengingat : 1. Undang-undang Nomor l3 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabuparen dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel. 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Rembang Nornor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan 
Restoran sudah tidak sesuai lagi dengan peraruran perundang 
undangan yang berlaku; 

Menimbang : a bahwa dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah "Pasal 2 ayat (2) 
disebutkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran diatur 
terpisah; 

BUPATI REMBANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PAJAK HOTEL 

TENT ANG 

NOMOR 13 T AHUN 2003 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 
NO MOR 13 T AH UN 2003 

T AMBAHAN LEM BARAN DAERAH NOMOR 34 
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8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 
200 l tentang Pajak Daerah (Lembaran . egara Republik 
Indonesia Tahun 200 I Nomor I 18, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4 I 38); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 
2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran negara 
Nomor 4022); 

6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perim 
bangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

5. Undang-undang Nomor 22 Talmo 1999 tentang Pemerin 
tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3037); 

4. Undang- undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3691 ); 

3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah sebagai.mana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3691); 

2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3684); 
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J 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat lI Rernbang 
Nornor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II ' 
Rem bang. 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 
tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri clan Otonomi Daerah 
Nomor 24 Tahun 200 I tentang Lembaran Daerah clan Berita 
Daerah; 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk 
Hukum Daerah; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
Nornor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk 
Huk.wn Daerah: 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
Nomor 21 Tahun 200 I tentang Teknik Penyusunan dan 
Materi Muatan Produk- produk Hukum Daerah; 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor I 73 Tahun 1997 
tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah; 

I 0. Keputusan Mentcri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 
I 999 tentang T eknis Penyusunan Peraturan Perundang 
undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, 
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan 
Presiden; 
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
I . Daerah adalah Kabupaten Rembang; 
2. Pemerintah Daerah adaJah Pemerintah Kabupaten 

Rembang; 
3. Bupati adalah Bupati Rembang; 
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu 

dibidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang - 
undangan yang berlaku; 

S. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Rembang; 

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
iuran wajib yang dilalrukan oJeh orang pribadi atau badan 
kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seirnbang; 

7. Pajak Hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel; 
8. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi 

orang untuk dapat menginap atau istirahat clan 
memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan 
dipungut bayaran, termasuk bangunan lain yang menyatu, 
dikelola clan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk 
pertokoan dan perkantoran; 

9. Pengusaha Hotel adaJah orang atau Badan yang 
rnenyelenggarakan usaha perhotelan untuk dan atas 
namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain 
yang menjadi tanggungannya; 

Pasal I 

KETENTUAN UMUM 

BABI 

PERA TU RAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 
TENTANG PAJAK HOTEL 

Menetapkan 

DEW AN PERW AKJLAN RA.KY AT DAERAH KABUPA TEN REMBANG 
MEMUTUSKAN 

Dengan persetujuan 
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10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disingkat SPTPD adalah surat 
yang o1eh wajib pajak digunakan untuk mclaporkan perhitungan dan atau 
pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku; 

11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam 
masa pajak, dalarn tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut 
ketentuan Peraturan Perundang - undangan Perpajakan Daerah; 

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang se1anjutnya disingkat SKPD adalah 
Surat Ketetapan Pajak yang menentukan bcsamya jurnlah pokok pajak; 

13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat 
yang dipergunakan olch wajib pajak yang untuk melakukan pembayaran 
atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat 
pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati; 

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang se1anjutnya disingkat 
SKPDKB sadalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya 
jumlah pokok pajak, jumJah kredit pajak, jurnlah kekurangan pembayaran 
pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus 
dibayar; 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan 
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditctapkan; 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak, karcna jum.lah kredit pajak 1ebih besar daripada pajak 
yang tcrutang atau tidak seharusnya terutang; 

17. Surat Ketetapan Pajak Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah 
Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumJah pokok pajak sama besamya 
dcngan jurnlah kredit pajak atau pajak tidak tcrutang dan tidak ada kredit 
pajak: 

18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat 
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga 
dan /atau denda; 

19. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis. kesalahan hitung dan/atau keke1iruan dalam penerapan 
ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang - undangan Perpajakan 
Daerah yang terdapar dalam SKPD. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, 
SKPDN atau STPD; 
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Dikecualikan dari obyek pajak sebagaimana dimaksud ayat (I) adalah : 
a persewaan rumah atau kamar, apatemen dan I atau fasilitas tempat tinggal 

lainnya yang tidak menyatu dengan hotel; 
b. pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren; 
c. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan 

oleh bukan tamu hotel dengan pembayarannya; 
d. pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umwn di 

hotel; 
e. pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat 

dimanfaatkan oleh umum. 

Pasal 4 

Obyek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan 
pembayarannya, termasuk : 
a. fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek; 
b. pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau fasilitas 

tinggal jangka pendek yang sifamya memberikan kemudahan dan 
kenyamanan; 

c. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, 
bukan untuk umum; 

d. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan- pertemuan di 
hotel. 

Pasal 3 

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang diberikan hotel. 

Pasal 2 

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PAJAK 

BAB II 

20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap 
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib 
pajak. 
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MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN 
SURATPEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

BAB V 

(2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip 
sebagaimana dimaksud Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak 
sebagaimana dimaksud Pasal 7. 

(I) Pajak yang terutang dipungut di tempat hotel berlokasi. 

Pasal 9 
WlLAYAH PEMUNGlITAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK 

BAB rv 

Tarip pajak ditetapkan sebesar 10 % dari dasar pengenaan pajak. 

Pasal 8 

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada 
hotel. 

Pasal 7 

DASAR PENGENAAN DAN TARlP PAJAK 

BAB HI 

W ajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel. 

Pasal 6 

Subyek Pajak adaJah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran 
kepada hotel. 

Pasal 5 
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(3) Sanksi administrasi tersebut ayat (2) berupa bunga sebesar 2 % (dua 
persen) setiap bulan dari jwnlah pajak yang terutang clan ditagih dengan 
menerbitkan STPD. 

(2) Apabila SKPD atau dokumen lain yang d.ipersamakan sebagaimana 
dimaksud ayat ( 1 ), tidak atau kurang dibayar , setelah lewat waktu palmg 
lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD, d.ikenakan sanksi 
administrasi. 

( 1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 1 1 ayat ( 1 ), maka 
Bupati menetapkan pajak dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

Pasal 12 

PENETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI 

BAB VI 

( 4) Bentuk, isi, kualitas clan ukuran SPTPD d.itetapkan Bupati. 

(3) SPTPD dimaksud d.isampaik.an kepada Bupati selambat-lambatnya 14 
(empat belas) hari terhitung sejak wajib pajak menerima SPTPD. 

(1) Setiap wajib pajak hotel, wajib mengisi SPTPD. 
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat ( 1) wajib diisi dengan jelas, benar 

clan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak at.au kuasanya 

Pasal 11 

(3) Pajak terutang dalam masa pajak terjad.i pada saat pelayanan di hotel 
d.iberikan. 

(2) Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya l (saru ) tahun takwim. 

( I ) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan l ( satu ) 
bulan dalam tahun takwim. 

Pasal 10 
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(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) huruf a angka 3, dikenakan sanksi adrninistrasi berupa bunga 2 % 
(dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

(4) Kenaikkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila 
Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 

(3) Jumlah kekurangan pajak pajak yang terutang dalam SKPDKBT 
sebagaimana pada ayat ( I ) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar l 00 % ( seratus persen ) dari jumJah kekurangan pajak. 

( l) Dalam jangka waktu sampai dengan 5 ( lima ) tahun sesudah saat 
terutangnya pajak Bupati atau pejabat dapat menerbitkan : 
a. SKPDKB dalam hal : 

l. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan arau keterangan lain, Pajak 
yang terutang tidak atau kurang dibayar; 

2. apabila SPTPD, tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan setelah ditegur secara 
tertulis; 

3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak terutang 
dihitung secara jabatan. 

b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula 
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang 
terutang. 

(2) JumJah kekuran~ pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 
dimaksud ayat (1) huruf a angka l dan angka 2, dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dari pokok pajak yang 
terutang, dihitung dari pajak kurang atau terlambat bayar untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat 
terutang pajak. 

Pasal 13 
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(I) Pajak yang terutang harus dilunasi wajib pajak selambat - lambatnya pa.da 
tanggal 14 (empat belas) pada bulan berikutnya dari masa pajak yang 
ditetapkan dalam SK.PD. 

Pasal 16 

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain, penerimaan pajak 
harus disetorkan secara brutto ke Kas Daerah selambat - lambamya I x 24 
Jam. 

(I) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditnnjuk 
Bupati , sekaligus dan lunas. 

Pasal 15 

TAT A CARA PEMBA Y ARAN 

BAB VII 

( 4) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran STPD sebagaimana dima.ksud pada ayat 
( 1) ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran 
atau terlambat dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % 
(dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalarn STPD sebagaimana 
dima.ksud pada ayat ( 1) huruf a dan huruf b, di tarn bah dengan sanksi 
administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulaa, untuk paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan seja.k saat terutangnya pajak. 

( 1) Bupati atau pejabat dapat menerbitkan STPD apabila : 
a pajak dalam tahun berjalan, tidak atau kurang dibayar; 
b. dari basil penelitian SPTPD, terdapat kekurangan pembayaran sebagai 

akibat salah tulis dan atau salah hitung; 
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, 

Pasal 14 
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(I) Surat Teguran atau Surat peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai 
awal tindakan pelaksanaan awal penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) 
hari dari sejak saat jatuh tempo pembayaran. 

Pasal 19 

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 

BABVHl 

(2) Bentuk, jenis. isi, dan ukuran buku penenmaan dan tanda bukti 
pembayaran ditetapkan oleh Bupati. 

( 1) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan di ca.tat 
dalam buku penerimaan pajak. · 

Pasal 18 

(4) Tata cara dan persyaratan rnengangsur atau menunda pembayaran pajak 
sebagaimana ayat (I) ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Angsuran dan penundaan pajak harus dilakukan secara teratur dan 
berturut- turut tanpa terputus dalam kurun waktu tertentu. 

(2) Wajib pajak yang mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 
dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari jumlah 
pajak yang terutang. 

( l) Atas permohonan wajib pajak, Bupati dapat memberikan persetujuan 
kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak 
apabila memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Perundang - undangan yang 
berlaku. 

Pasal 17 

(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD Keputusan Keberatan, dan Keputusan 
banding yang menyebabkan perubahan jumlah pajak yang harus dibayar 
menjadi bertarnbah, harus dilunasi wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan 
sejak Ketetapan tersebut diterbitkan. 
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Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam clan tempat 
pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis 
kepada wajib pajak. 

Pasal 23 

Apabila lewat l O (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah 
Melaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, 
Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor 
Lelang Negara. 

Pasal 22 

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam 
sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat 
Perintah Melaksanakan Penyitaan. 

Pasal 21 

(2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 ( dua puluh satu ) 
hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain 
yang sejenis diterbitkan. 

( l ) Apabila jumlah pajak yang masih hams dibayar tidak dilunasi 
sebagaimana ditentukan dalarn Surat Teguran atau Surat Peringatan atau 
Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan 
surat paksa. 

Pasal 20 

( 4) Bentuk. jenis formulir yang dipcrgunakan untuk pelaksanaan pajak daerah 
ditetapkan Bupati. 

.• 
(3} Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) dikeluarkan oleh Pejabat. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau 
Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis. wajib pajak hams melunasi 
pajak yang terutang. 
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(2) Pennohonan keberatan diajukan secara tertuJis oleh wajib pajak dengan 
disertai alasan-alasan yang jelas dan kuat. 

(I) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan keberatan hanya kepada 
Bupati atas suatu : 
a SK.PD; 
b. SKPDKB; 
c. SKPDKBT; 
d. SKPDLB. 

Pasal 25 

KEBERA TAN DAN BANDING 

BABX 

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga 
clan kenaikkan Pajak terutang, serta peogurangan atau pembatalan 
ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Bupati dapat: 
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi adrninistrasi berupa bunga, 

dan kenaikan pajak yang terutang, yang disebabkan bukan karena 
kekhilafan atau kesalahan wajib pajak; 

b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. 

(1) Bupati atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SK.PD atau 
SKPDKB atau SK.POK.BT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat 
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan 
Peraturan Perundang - undangan Perpajakan Daerah. 

Pasal 24 

TAT A CARA PEMBETULAN, PEMBAT ALAN, PENGURANGAN 
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI 

ADMINISTRASI 

BAB IX 
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(2) Pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), diajukan secara tertulis 
d.isertai dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 
sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan keberatan 
tersebut. 

(I) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding banya kepada Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya 
yang ditetapkan oleb Bupati. 

Pasal 27 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat 
waktu Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang d.iajukan 
tersebut dianggap dikabulkan. 

(2) Keputusan Bupati terhadap keberatan dapat berupa menerima seluruhnya 
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. 

(I) Bupati dalam jangka wakru paling lama 12 ( dua betas ) bulan sejak 
tanggal Surat Keberatan diterima, barus memberi suatu keputusan atas 
keberatan yang diajukan. 

Pasal 26 

(6) Pengajuan keberatan ridak menunda kewajiban membayar pajak dan 
pelaksanaan penagihan pajak. 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyararan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), dan ayat (3), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan. sehingga 
tidak dipertimbangkan. 

l4} Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu 
ridak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 

(3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan Pajak secara 
jabatan, wajib pajak harus dapat mcmbuktikan ketidak benaran ketetapan 
pajak tersebut. 
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utang pajak Daerah lainna, kelebihan 
dimaksud pada ayat (2), langsung 
terlebih dahulu utang pajak Daerah 

(4) Apabila wajib pajak mempunyai 
pembayaran pajak sebagaimana 
diperhitungkan untuk melunasi 
dimaksud. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), telah dilampaui. 
Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan maka pennohonan 
pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabuJkan dan SKPDLB hams 
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak 
diterimanya pennohonan pengembalian kelcbihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud ayat (I), harus membcrikan keputusan. 

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 
pernbayaran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan : 
a. nama dan alarnat wajib pajak; 
b. masa pajak; 
c. besamya kelebihan pembayaran pajak; 
d. alasan yang jelas. 

Pasal 29 

PENGEMBALIAN KELE8lHAN PEMBAYARAN PAJAK 

BAB XI 

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian 
atau scluruhnya, kelebihan pernbayaran pajak dikembalikan dengan ditambah 
imbalan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling 
lama 24 (dua puluh ernpat) bulan. 

Pasal 28 

(3) Pengajuan pennohonan banding tidak menunda kewajiban membayar 
pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. 
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UANG PERANGSANG 

BABXUI 

(3) Penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa ditetapkan oleh Bupati 
dengan memperhatikan ayat ( 1) dan ayat (2) tersebut. 

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimnana dimaksud pada ayat ( l) 
tertangguh apabila : 
a diterbitkannya Surat teguran dan Surat paksa; a.tau 
b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun 

tidak langsung. 

( l) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui 
jangka waktu 5 ( Ji.ma ) tahun, terhitung sejak saat pajak terutang, kecuali 
apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah. 

Pasal 31 

KEDALUW ARSA 

BAB XU 

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak 
lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (4), pembayarannya dilakukan 
dengan cara pemindahbukuan, dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai 
tanda bukti pembayaran. 

Pasal 30 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 
Iewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati 
memberi irnbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas 
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu 
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan 
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). 
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( l) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Dipenda. 

Pasal 35 

PELAKSANAAN DAN PENG AW ASAN 

BAB XVI 

(3) Prosedur dan tata cam pemeriksaan ditetapkan Bupati. 

(2) Pcrneriksaan harus berpedoman pada prosedur, tata cara dan nonna 
pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(I) Pemeriksaan terhadap wajib pajak dapat dilakukan oleh pejabat 
pemeriksa atau pejabat pajak yang ditunjuk Bupari, 

Pasal 34 

PEMER1KSAAN 

BAB XV 

Wajib Pajak wajib melaksanakan administrasi pembukuan yang berkaitan 
dengan usaha perhotelan sesuai nonna dan prinsip pembukuan yang lazim 
berlaku secara tertib dan teratur. 

Pasal 33 

PEMBUKUAN 

BAB XJV 

Kepada lnstansi pemungut pajak diberikan uang perangsang paling tinggi 
sebesar S % ( lima persen ) dari realisasi penerimaan pajak hotel yang 
disetorkan ke Kas Daerah. 

Pasal 32 
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(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah : 
a. menerima, mencari., mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah 
agar keterangan clan laporan tersebut menjadi lebih lengkap clan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengwnpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah; 

c. meminta keterangan clan barang bukti dari orang atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah; 

d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan, dokumen-dokumen lain 
yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti 
pembukuan pencatatan dan dokumen lainnya serta melakukan 
penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tidak pidana di bidang Perpajakan Daerah; 

g. menyuruh berhenti, melarang seorang rneninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung clan merneriksa 
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana 
dimaksud pada huruf e; 

h. mernotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang 
Perpajakan Daerah; 

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 

J. menghenti.kan penyidikan; 

(I) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana dibidang Perpajakan Daerah. 

Pasal 36 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

BAB XVII 

(2) Pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah 
Bupati atau instansi lain yang ditunjuk oleh Bupati. 
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Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan 
Restoran dinyat.akan tidak berlaku lagi. 

Pasal 38 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB XIX 

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau 
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun clan atau denda 
paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang. 

(I) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau 
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan dapat 
dipidana dengan pidana kunmgan paling lama I (satu) tahun dan atau 
denda paling banyak 2 (dua) kalijwnlah pajak yang terutang; 

Pasal 37 

KETENTUAN PlDANA 

BAB xvm 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat ( l ), memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak 
pidana di bidang Perpajakan daerah menurut hukum yang dapat 
dipertanggung-jawabkan, 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHON 2003 NOMOR 13 

Dn. H. WIRA TMOKO,MM 
Pembina Tingkat I 
NIP. SOO 050 480 

SEKR.ETARIS DAERAH KABUPATEN 
REM BANG 

Diundangkan di Re rn ban g 
pada tanggal 22 JuJi 2003 

H. H ENDA RSONO 

BUPATI REMBANG 

Ditetapkan di R e m b a n g 
pada tanggal 16 Juli 2003 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangk.an. 

Pasal 40 

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Peratu.ran Daerah mt, 
sepanjang rnengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal 39 



II. PENJELASAN P ASAL DEMI P ASAL 
Pasal 1 

Cukupjelas 
Pasal 2 

Cukupjelas 
Pasal 3 

Huruf a 
Fasilitas penginapan atau fasi]itas tinggal jangka pendek antara 
lain, gubuk pariwisata (cottage}, motel, wisma pariwisata, 
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Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 
1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran yang merupakan implementasi 
terhadap Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 yang ditindak lanjuti 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 masih mengatur Pajak 
Hotel dan Pajak Restoran. 

Berdasarkan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut diatas yang 
kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemeriotah Nomor 65 Tahun 
200 I tentang Pajak Daerah, maka kedua jenis pajak tersebut tel ah 
dipisahkan. 

Dengan adanya pemisahan antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran, 
dipandang perlu dilakukan penyesuaian produk - produk hukum di Daerah 
khususnya terhadap pelaksanaan Pajak Hotel sebagai Pajak Standard 
diantara 7 (tujuh) jenis Pajak Daerah yang ditetapkan Pemerintah. 

Berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan tersebut, maka 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel dengan harapan 
dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

I. PENJELASAN UMUM 

PAJAK.HOTEL 

TENT ANG 

NOMOR 13 T.AJIUN 2003 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 

PENJELASAN 
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Pasal 11 
Cukupjelas 

Cukupjelas 
Pasa.l 5 

Cukupjelas 
Pasal 6 

Cukup jelas 
Pasal 7 

Cul-up jelas 
Pasal 8 

Besarnya tarip pajak adalah 10 % X jumlah pcmbayaran kepada hotel. 
Pasal 9 

Cukupjelas 
Pasal 10 

Ayat (l) 
Yang dimaksud dengan I (satu ) bulan takwin adalah jangka 
waktu yang dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal akbir bulan 
yang bersangkutan sesuai umur bulan. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan I (satu) tahun takwin adalah jangka 
waktu yang dimulai tanggal I Januari sampai dengan 3 I 
Desember. 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasal 4 

pesanggrahan (hostel), losmen, rwnah pengmapan umurn clan 
sejerusnya. 

Hurufb 
Pelayanan penunjang antara lain, telephon, faksirnile, teleks, 
fotokopi, pelayanan cuci, seterika, pengangkutan lainnya yang 
disediakan oleh hotel. 

Huruf c 
Fasilitas olah raga clan hiburan antara lain, pusat kebugaran, 
kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan 
atau dikelola hotel. 

Huruf d 
Cukup jelas 
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Pasal l3 
Ayat (L) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Yang climaksud Pajak Terutang dihirung secara Jabatan adalah 
besamya pajak ditetapkan Bupati atau Pejabat yang berwenang, 
berdasarkan data perhitungan yang dimiliki Pemerintah Daerah. 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Cukupjelas 

Pasal 14 
Cukupjelas 

Pasal 15 
Cukupjelas 

Pasal 16 
Cukupjelas 

Pasal 17 
Cukupjelas 

Pasal 18 
Cukupjelas 

Pasal 19 
Cukupjelas 

Pasal 20 
Cukup jelas 

Pasal 21 
Cukupjelas 

Pasal 12 
Ayat (I) 

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah 
nota, kwitansi, karcis dan bentuk tanda pembayaran lain yang 
sah. 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukupjelas 
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Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasal 22 
Cukupjelas 

Pasal 23 
Cukupjelas 

Pasal 24 
Cukupjelas 

Pasal 25 
Cukupjelas 

Pasal 26 
Cukup jelas 

Pasal 27 
Cukupjelas 

Pasal 28 
Cukupjelas 

Pasal 29 
Cukupjelas 

Pasal 30 
Cukup jelas 

Pasal 31 
Ayat {l) 

Saat kedaluwarsa penagihan pajak perlu ditetapkan untuk 
memberi kepastian hukum kapan uitang pajak tersebut tidak 
dapat ditagih lagi. 

Ayat (2) 
Hurufa 

Dalam hal diterbitkan Surat Tcguran dan Surat Paksa, 
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 
penyampaian Surat paksa tersebut. 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara langsung 
adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya mengakui 
masih mempunyai utang pajak dan belum melunasi 
kepada Pemerintah Daerah. 
Yang dimaksud dengan pengakuan pajak tidak secara 
langsung adalah Wajib pajak tidak secara nyata-nyata 
langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai 
utang pajak kepada Pemerintah Daerah. 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 34 

Pasal 32 
Cukupjelas 

Pasal 33 
Cukup jelas 

Pasal 34 
Cukup jelas 

Pasal 35 
Cukupjelas 

Pasal 36 
Cukupjelas 

Pasal 37 
Cukup jelas 

Pasal 38 
Cukup jelas 

Pasal 39 
Cukup jelas 

Pasal 40 
Cukup jelas 


